BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR : 188.45/ Y34 /BPKAD /2023

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BANGKA BARAT SELAKU
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

BUPATI BANGKA BARAT,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah,
bertugas dan berfungsi sebagai Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Penunjukan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Bangka Barat selaku Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4268);



10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6883);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka
Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 2 Seri D);

13. Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Barat Nomor 92 Tahun
2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten
Bangka Barat Tahun 2021 Nomor 66 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Penunjukan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bangka Barat Selaku Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah.

Penunjukan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bangka Barat Selaku Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bersifat ex-
officio.

Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengacu pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI BYNGKA BARAT,




